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Dalam konteks hukum persaingan usaha untuk menganalisa suatu tindakan 

yang dilakukan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
menggunakan dua model pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah 
tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau tidak. 
Pendekatan tersebut adalah pendekatan rule of reason dan per se illegal. 

Pendekatan rule of  reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi 
alasan – alasan perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah 
suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung 
persaingan. Pendekatan per se iIlegal adalah suatu pendekatan yang menyatakan 
setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa perlu 
pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau 
kegiatan usaha tersebut. 

Persekongkolan tender adalah praktek yang dilakukan antara para penawar 
tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat 
umum, dan proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah, BUMN maupun  
swasta dengan  kerja sama yang dilakukan dua atau lebih pelaku usaha dalam 
rangka memenangkan peserta tender tertentu.  

Perkara persekongkolan tender penjualan 2 (dua) unit kapal tanker Very 
Large Crude Carrier (VLCC) milik PT. Pertamina  melibatkan 5 (lima) 
perusahaan sebagai Terlapor I sampai dengan Terlapor V, yaitu PT. Pertamina 
(Persero) sebagai Terlapor I; Goldman  Sachs, Pte   (Singapore) sebagai Terlapor 
II;  Frontline, Ltd sebagai Terlapor III; PT. Corfina Mitrakreasi sebagai Terlapor 
IV; dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox sebagai Terlapor V. Serta adanya       
2 (dua) Pelapor yakni Pelapor I dan Pelapor II yang identitasnya dirahasiakan oleh 
Majelis Hakim KPPU dalam putusan No. 07/KPPU-L/2004  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni 
penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada pengkajian terhadap kaidah 
– kaidah atau norma – norma hukum  yang terdapat dalam hukum positif maupun 
peraturan perundang - undangan. Pada umumnya, penelitian yuridis normatif 
merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder. Dalam penelitian 
ini akan dianalisa Putusan  KPPU Nomor : 07/KPPU-L/2004, Putusan PN Jakarta 
Pusat Nomor : 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, Putusan Kasasi MA Nomor :  04 
K/KPPU/2005, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 
dalam konteks Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Kata kunci  :  rule of reason,  persekongkolan tender, hukum persaingan usaha 

Penerapan pendekatan..., Iqbal Albanna, FH UI, 2010



x 

                                                                                                  

   

ABSTRACT  

 
 
Name   :  Iqbal Albanna 
NPM   :  0706305500 
Title of  Tesis   :  THE APPLICATION OF “RULE OF REASON” APPROACH 

TO THE FORM OF BID RIGGING IN THE CASE OF 
SELLING 2 ( TWO ) UNITS OF  VLCC TANKER SHIPS  OF 
PT. PERTAMINA 

 

In the context of business competition law, to analyze an activity done by 
a business person, the Commission for the Supervision of Business Competition 
(KPPU) uses two approaches to determine whether that particular action is against 
the business competition law. These two approaches are rule of reason approach 
and per se illegal approach. 

Rule of reason approach is an approach to evaluate reasons for a certain 
contract or business activity in order to determine whether that particular contract 
or activity hinders or supports competition. Per se illegal approach is an approach 
which states that a certain business contract or business activity as illegal without 
further corroboration upon the emerging impacts brought about by that business 
contract or activity. 

Bid rigging is a practice conducted among bidders during the process of 
bidding to conduct a general work contract and other projects offered by the 
government, state-owned enterprises or private companies with cooperation by 
two or more business people in order to make a certain bidder win the bid. 

The case of bid rigging in the selling of two units of Very Large Crude 
Carrier (VLCC) tanker ships owned by PT. Pertamina involved five prosecuted 
institutions. They are PT.  Pertamina (Persero) as prosecuted I; Goldman Sachs, 
Pte. (Singapore) as prosecuted II; Frontline, Ltd. As prosecuted III; PT. Corfina 
Mitrakreasi as prosecuted IV; and PT. Perusahaan Pelayaran Equinox as 
prosecuted V. In addition, there were two prosecuting institutions known as 
prosecuting institution I and prosecuting institution II whose identity was kept 
secret by the Judicial Tribunal of KPPU in Judgment Number: 07/KPPU-L/2004  

This research used normative judicial research method; that is legal 
research based on or referred to the examination of legal norms in positive law as 
well as in law and regulations. In general, normative judicial research is a 
document study using secondary data. This research analyzed the Judgment of 
KPPU Number: 07/KPPU-L/2004, the Judgment of the District Court of Central 
Jakarta Number: 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, the Judgment of the Cassation 
Appeal of the Supreme Court Number: 04K/KPPU/2005, and the Judgment of the 
Judicial Review of the Supreme Court Number: 01.PK/PDT.SUS/2007 in the 
context of Law No. 5 year 1999. 
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